
 

 

 
 

 

 

BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN  DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  

  NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 
 

Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan melalui pengadaan 
barang/jasa terdapat bentuk pekerjaan yang tidak 
dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran 
berjalan sehingga diperlukan adanya kebijaksanaan 
dalam bentuk kontrak tahun jamak; 

b. bahwa agar Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kegiatan Tahun Jamak 
yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara multiyears dapat 
dilaksanakan secara efektif, berdayaguna dan 
berhasilguna, sehingga keberadaannya benar-benar 
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur dan 
menjamin kepastian hukum, dipandang perlu 
melakukan revisi dalam ketentuannya; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ayat 12 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, kegiatan pembangunan dapat dilakukan 
dengan kontrak tahun jamak;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Kegiatan Tahun Jamak; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang  Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2004  tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  
Keuangan  Negara  (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah berapa kali diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573);  

9. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6631);  

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447);  

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan 
Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan 
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui 
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia 2020 
Nomor 483);  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Kegiatan Tahun Jamak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 
Nomor 5); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
dan 

BUPATI KOTABARU 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 
5 TAHUN 2016 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kegiatan Tahun 
Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 3 
(1) Ruang lingkup pengaturan kegiatan tahun jamak    

berupa pengadaan barang/jasa pemerintah yang 
dibiayai melalui APBD.  

(2) Dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 4 di ubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 4 

Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja 
modal untuk melaksanakan program kegiatan dan sub 
kegiatan pemerintahan daerah yang dianggarkan pada 
belanja SKPD berkenaan dapat mengikat dana anggaran 
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub 
kegiatan tahun jamak 

3. Ketentuan Pasal 5 di ubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 5 
Sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria paling sedikit:  
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub 

kegiatan yang secara teknis merupakan satu 
kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran 
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 
(dua belas) bulan dalam tahun anggaran 
berkenaan;  

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang 
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada 
pergantian tahun anggaran; dan  

c. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang 
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada 
pergantian tahun anggaran, antara lain 
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan 
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah 
sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan 
pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning 
service).  

 
4. BAB VII dihapus; 
5. Pasal 8 dihapus 
6. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 

disispkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (3) 
dihapus, sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 9 
(1) Kegiatan tahun jamak yang bersifat baru 

pembahasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
dan panitia khusus DPRD.  
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(1a) Pembentukan panitia khusus sebagaimana  
       dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan tata  
       tertib DPRD.  

(2) Kegiatan tahun jamak yang bersifat rutin, 
pembahasan dilakukan bersamaan dengan 
pembahasan APBD pada setiap tahun.  

(3) Dihapus.  
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 12 

(1) Alokasi dana pertahun untuk pembiayaan 
pembangunan dengan kontrak tahun jamak 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD.  

(2) Pembiayaan pertahun disesuaikan dengan 
perencanaan pekerjaan dengan 
mempertimbangkan kondisi kemampuan 
keuangan daerah.  
 

8. Pasal 13 dihapus. 
9. Pasal 14 dihapus. 
10. Pasal 15 dihapus. 
11. Pasal 16 dihapus. 
12. Pasal 17 dihapus. 
13. Pasal 18 dihapus. 
14. Pasal 19 dihapus. 
15. Pasal 20 dihapus. 
16. Pasal 21 dihapus. 
17. Pasal 22 dihapus. 
18. Pasal 23 dihapus. 
19. Pasal 24 dihapus. 
20. Pasal 25 dihapus. 
21. Pasal 26 dihapus. 
22. Pasal 27 dihapus. 
23. Pasal 28 dihapus. 
24. Pasal 29 dihapus. 
25. Pasal 30 dihapus. 
26. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
Pasal 33 

Sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 yang belum selesai pada akhir masa 
jabatan Bupati atau disebabkan karena hal lain yang 
dapat dipertanggungjawabkan wajib diprioritaskan 
pengalokasian pembiayaan untuk penyelesaiannya.  
 

27. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  
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Pasal 34 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:  
a. kebijakan daerah yang berkaitan dengan Tahun 

Jamak yang telah dilaksanakan sebelum 
diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini.  

b. seluruh kerjasama Kegiatan dan/atau sub 
kegiatan Tahun Jamak yang telah disepakati 
Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini.  

c. Kegiatan Tahun Jamak yang belum selesai pada 
akhir tahun anggaran yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kegiatan 
Tahun Jamak selanjutnya dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Daerah ini  

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru.  
 

 
 
 

 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 16 Maret 2022  

BUPATI KOTABARU, 
 

ttd         
     
 
SAYED JAFAR 

 
 
Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 16 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 
 
ttd 
           
 
SAID AKHMAD 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2022 NOMOR 1 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN : ( 1-16/2022 ) 


